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Berbagai macam cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mendapatkan 
keuntungan dengan jalan perniagaan atau jual beli, tak terkecuali dengan jual beli 
produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi. Praktik 
pelaksanaan jual beli produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan 
Informasi Nilai Gizi di pasar tempel Sukarame Bandar Lampung diduga belum 
sesuai dengan syariat Islam. Pemberian informasi nilai gizi pada label produk 
pangan mempunyai peranan penting dalam terwujudnya keamanan pangan bagi 
konsumen dan adanya jaminan atas informasi yang benar. Pencantuman informasi 
tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh konsumen yang harus dipenuhi oleh 
pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan dalam skripsi ini adalah praktik 
jual beli produk makanan kemasan  tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi 
yang terjadi di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung yang sedikit 
menyimpang karena produk makanan kemasan yang diperjual belikan tidak ada 
label Informasi Nilai Gizi pada kemasan dan dijual bebas oleh pedagang Pasar 
Tempel Sukarame Bandar Lampung. Sehingga menarik untuk dilakukan 
penelitian lebih dalam. Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut 
pertama, bagaimana pelaksanaan praktik jual beli produk makanan kemasan yang 
tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi di Pasar Tempel Sukarame Bandar 
Lampung. Kedua, tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli produk makanan 
kemasan yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi di Pasar Tempel 
Sukarame Bandar Lampung. Adapun tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui 
pelaksanaan jual beli produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan 
Informasi Nilai Gizi pada Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung serta untuk 
mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli produk makanan 
yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian 
lapangan (Field Reseach). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penulis 
melakukan pengelolahan data secara editing, recontruksi data, dan sistematik, 
serta dianalisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat 
ditentukan bahwa praktik jual beli produk makanan kemasan yang tidak 
mencantumkan Informasi Nilai Gizi yang terjadi di Pasar Tempel Sukarame 
Bandar Lampung yang ditinjau dari hukum Islam adalah  ah atau diperbolehkan 
dalam transaksi jual beli, karena barang yang dijual adalah barang yang halal dan 
sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Tetapi masih terdapat keraguan di 
dalamnya, karena produk makanan yang dibeli konsumen belum lengkap 
kejelasan kandungan gizi pada produk makanan kemasan. Sehingga 
dikhawatirkan membahayakan kesehatan konsumen dan merugikan konsumen 








                              
“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan 
kepadamu,  dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. 
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A. Penegasan Judul  
Untuk menghindari kesalahan dalam judul skripsi maka akan di uraikan 
secara singkat kata kunci yang terdapat dalam judul skripsi “Tinjauan 
Hukum Islam tentang Jual Beli Produk Makanan Kemasan Yang Tidak 
Mencantumkan Informasi Nilai Gizi (Studi di Pasar Tempel Sukarame 
Bandar Lampung)”Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut : 
1. Tinjauan 
Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
1
 
2. Hukum Islam  
Menurut ahli ushul fiqih yaitu firman Allah yang ditunjukkan kepada 
orang mukhalaf yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab 
hukum, berupa perintah, larangan, atau kewenangan memilih yang 
bersangkutan dengan perbuatan.
2
Hukum Islam menurut istilah adalah 
ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum perilaku mukhalaf secara 






                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet. 
IV, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
2
Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, Jilid ,1,Cet. 1, (Jakarta: Logos, Wacan Ilmu, 1997), h. 5. 
3
Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legalitas Hukum dan 
Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Total Media, Cet.1, 2016), h. 11.  
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3.  Jual Beli  
Jual Beli adalah Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran 
harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik. Berdasarkan 
definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu pertukaran 
harta atas dasar saling rela dengan memindahkan milik dengan ganti yang 
dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).
4
 
4.  Produk Makanan Kemasan  
Produk Makanan kemasan adalah makanan yang di bungkus dengan rapi, 
bersih dan mempunyai masa kadaluarsa untuk di jual dalam jangka waktu 
yang di perkirakan. 
5.  Informasi Nilai Gizi  
Informasi Nilai Gizi atau gizi pangan adalah zat atau senyawa yang 
terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, 




Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa judul skripsi ini 
adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Produk Makanan Kemasan 





                                                             
4
A. Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet, 
2016), h. 104. 
5
Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pangan dan Label 
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B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
a. Pedagang yang menjual makanan kemasan di Pasar Tempel Bandar 
Lampung sebagian besar kurang menyadari pentingnya Informasi Nilai 
Gizi pada setiap Produk yang di pasarkan. 
b. Konsumen membutuhkan kepastian dalam komposisi, informasi Nilai 
Gizi, label halal, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi produk olahan dalam kemasan, sehingga informasi nilai 
gizi di setiap kemasanharus diperhatikan agar konsumen aman dari 
bahan-bahan yang berbahaya. 
c. Menurut penulis pentingnya meneliti atau menulis masalah yang akan 
diteliti terkait dengan judul skripsi ini dikarenakan peneliti ingin 
mengetahui tentang produk makanan kemasan yang di pasarkan yang 
belum mencantumkan Informasi Nilai Gizi.  
2. Alasan Subjektif 
a. Judul sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni di Fakultas 
Syari‟ah Jurusan Muamalah. 
b. Tersedianya sumber data dan literatur-literatur yang menjadi rujukan 
penelitian. 
c. Penelitian sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh 





C. Latar Belakang Masalah 
Peredaran jenis produk makanan kemasan saat ini tergolong cukup 
banyak. Sebagai konsumen harus lebih selektif dalam memilih makanan yang 
akan di konsumsinya dan harus mengetahui baik atau tidaknya makanandengan 
membaca label informasi nilai gizi yang tercantum pada produk 
kemasan.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yangselanjutnya di sebut dengan UUPK, di buat untuk menjamin 
bahwa hak konsumen mengenai informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha 
tersebut adalah benar dan berupaya melindungi konsumen dari berbagai 
macam upaya kecurangan, khususnya kerugian yang ditimbulkan dari adanya 
informasi yang tidak benar. 
Ketidak sesuaian mutu dengan label pada makanan kemasan termasuk 
kedalam perbuatan yang dilarang bagi produsen karena berdasarkan Pasal 8 
ayat (1) huruf b UUPK yang menentukan bahwa pelaku usaha di larang 
memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai 
dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan 
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
6
Pada 
Pasal 8 ayat (1) huruf i produsen dilarang melakukan produksi dan/atau mem-
perdagangkan barang dan/jasa yang tidak memasang label atau membuat 
penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau 
netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama 
                                                             
6
Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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Keterkaitan peneliti terhadap masalah ini adalah ingin mengetahui 
bagaimana bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 
1999, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk 
mendapatkan haknya jika terjadi ketidak sesuaian.Informasi nilai gizi yang 
dicantumkan bermanfaat bagi seseorang dengan kondisi medis tertentu atau 
sesesorang yang sedang membatasi jumlah asupan tertentu.Informasi nilai 
gizi sangat diperlukan untuk mengetahui nutrisi dari produk yang akan dibeli 
oleh konsumen. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun1999 Tentang Label dan 
Pangan telah menjelaskan bahwa makanan yang diperjualbelikan dalam 
bentuk kemasan haruslah mencantumkan beberapa Informasi Nilai Gizi pada 
konsumen. Pada bagian kesebelas pasal berikut Keterangan Tentang 
Kandungan Gizi 
Pasal 32 ayat (1) Pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pangan 
pada Label wajib dilakukan bagi pangan yang : 
a. Berisi pernyataan bahwa pangan mengandung vitamin, mineral, dan atau 
zat gizi lainnya yang ditambahkan; atau 
                                                             
7
Pasal 8 ayat (1) huruf  iUU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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b. Memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di bidang mutu gizi pangan, wajib ditambahkan vitamin, mineral, dan 
atau zat gizi lainnya. 
Pasal 32 ayat (2) Keterangan tentang kandungan gizi pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan urutan : 
a. Jumlah keseluruhan energi, dengan perincian berdasarkan jumlah energi yang 
berasal dari lemak, protein dan karbohidrat; 
b. Jumlah keseluruhan lemak, lemak jenuh, kolesterol, jumlah keseluruhan 
karbohidrat, serat, gula, protein, vitamin, dan mineral. 
Pasal 32 ayat (3) Jika pelabelan kandungan gizi digunakan pada suatu pangan, 
maka pada Label untuk pangan tersebut wajib memuat hal-hal berikut :  
a. ukuran takaran saji; 
b. jumlah sajian per kemasan; 
c. kandungan energi per takaran saji; 
d. kandungan protein per sajian (dalam gram); 
e. kandungan karbohidrat per sajian ( dalam gram); 
f. kandungan lemak per sajian (dalam gram); 
g. persentase dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan 
Pasal 33 ayat (1) Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan 
merupakan sumber suatu zat gizi tidak dilarang sepanjang jumlah zat gizi dalam 
pangan tersebut sekurang-kurangnya 10% lebih banyak dari jumlah kecukupan zat 
gizi sehari yang dianjurkan dalam satu takaran saji bagi pangan tersebut. Pasal 33 
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ayat (2) Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan mengandung suatu 
zat gizi lebih unggul dari pada produk pangan yang lain, dilarang.
8
 
Sebagian produk makanan yang mencantumkan informasi nilai gizi bi-
asanya produk-produk yang baik di konsumsi bagi kesehatan tubuh manusia sep-
erti kandungan gula, garam, tepung, lemak, karbohidrat dan lain sebagainya. Pada 
kemasan pangan olahan, umumnya tercantum label gizi pada bagian kemasan 




Pemberian label gizi pada produk makanan tersebut merupakan informasi 
yang bermanfaat bagi konsumen dengan kondisi medis tertentu, dan bermanfaat 
juga sebagai informasi sebagai seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan vita-
min, protein, mineral, kalsium dan berbagai gizi lainnya.  
Ada jenis makanan yang cepat basi, ada juga makanan yang tahan untuk di 
konsumsi dalam beberapa waktu yang akan datang. Untuk jenis makanan yang 
tahan dalam bentuk kemasan perlunya informasi nilai gizi yang sudah ada dalam 
Peraturan Pemerintah agar konsumen yakin bahwa makanan tersebut sehat dan 
aman untuk dikonsumsi. 
Banyak sekali jenis makanan yang dapat dikonsumsi pada setiap harinya, 
selain makanan pokok ada juga banyak jenis makanan sampingan yang di 
produksi oleh pengusaha makanan. Makanan yang dimakan tidak hanya memiliki 
bentuk yang menarik, namun harus memiliki nilai gizi yang seimbang dan aman 
untuk dikonsumsi, dan juga tidak mengandung mikroorganisme. Semakin 
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berjalannya waktu, para pengusaha makanan mulai menciptakan inovasi terbaru 
dalam produk makanan. 
Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang 
baik bagi manusia. Apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan 
yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh  manusia 
sehingga hal itu sangat merugikan konsumen.Mengkonsumsi makanan yang baik 
dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya 




Salah satu aturan qat‟i yang ada dalam ajaran Islam ialah sebagai umatnya 
diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Secara otomatis 
sebagai umat yang memiliki rasa keimanan yang tinggi akan selalu berusaha 
untuk menjalankan syariat Islam yang telah ada dalam petunjuk Al-Quran dan Al-
Hadits. Hal ini di jelaskan dalam Q.S. Al-Maidah:88 
ي أَنْ ُتْم بِِو ُمْؤِمُنونَ َو ات َُّقوا اللََّو الَّذِ  ،اًل طَيِّباً اللَُّو َحلَ  َو ُكُلوا ِمَّا َرَزَقُكمُ   
Artinya:“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 




Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa manusia diberikan petunjuk 
berupa ayat yang memerintahkan manusia agar memperhatikan makanannya 
dengan memasang akalnya supaya makanan-makanan yang dikonsumsinya 
memberikan manfaat yang baik bagi manusia itu sendiri. Islam tentulah telah 
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mengajarkan kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. 
Makanan yang baik ialah makanan yang memenuhi komposisi dan adanya gizi 
yang seimbang yang baik bagi tubuh manusia itu sendiri dan bisa dilihat dari 
bahan apa saja yang terkandung dalam makanan serta bagaimana proses dari 
pembuatan makanan tersebut. Berdasarkan ayat di atas ditegaskan bahwa perintah 
memakan yang halal dan dengan demikian melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, 
yang menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang 
halal. Dengan perintah ini tercegahlah praktik-praktik keberagaman yang 
melampaui batas. 
ي أَنْ ُتْم بِِو ُمْؤِمُنونَ َو ات َُّقوا اللََّو الَّذِ  ،اًل طَيِّباً اللَُّو َحلَ  َو ُكُلوا ِمَّا َرَزَقُكمُ   
“Dan makanlah makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, 
bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah telah rezekikan 
kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu yang 




Yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktivitas 
manusia. Pemilihan kata makan, di samping merupakan kebutuhan pokok manu-
sia, juga karena makan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia 
lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas.
13
 
Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Ketika 
menafsirkan QS. Al- Baqarah : 68 penulis antara lain mengemukakan bahwa tidak 
semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dimakan halal terdiri dari 
empat macam, yaitu : wajib, Sunnah, mubah, dan makruh. Aktivitas pun 
demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, makruh atau sangat tidak disukai 
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Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai 
dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik buat A karena mem-
iliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau-
pun baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tida bergizi, dan ketika 
itu menjadi kurang baik. Yang diperintahkan yaitu yang halal lagi baik.
14
 
Hadist pun juga menjelaskan bahwa seorang produsen haruslah memberikan 
kejelasan terhadap barang yang diperjualbelikan,termasuk juga tidak menutupi 
cacat yang terdapat di dalam barang yang dijualnya 
َرِة َطَعاٍم َفَأْدَخَل َيَدُه ِفيَها َعْن َأِبي ُىَريْ  َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َمرَّ َعَلى ُصب ْ
َماُء يَا َرُسوَل اللَِّو َقالَ  َأَفًَل  فَ َناَلْت َأَصابُِعُو بَ َلًلا فَ َقاَل َما َىَذا يَا َصاِحَب الطََّعاِم َقاَل َأَصابَ ْتُو السَّ
 15()روه مسلم ُو فَ ْوَق الطََّعاِم َكْي يَ َراُه النَّاُس َمْن َغشَّ فَ َلْيَس ِمنِّيَجَعْلتَ 
Artinya:“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk 
makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian 
tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau pun bertanya, 
“Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, 
“Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, 
“Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar orang 
dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari 
golongan kami.” (HR. Muslim no.102) 
Apabila barang yang akan diperjualbelikan terdapat cacat yang diketahui 
oleh pemilik barang (penjual) maka diwajibkan menerangkan hal itu dan tidak 
boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan barang dengan sengaja termasuk 
penipuan dan kecurangan. 
Jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi 
takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah tapi sebaliknya 
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 Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya 
berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan 
dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan 
agama tertentu, seperti informasi halal atau haramnya suatu produk.
17
 
Apabila dikaji dalam hukum Islam Informasi Nilai Gizi merupakan suatu 
hal yang dilakukan untuk mencapai kemaslahatan dan kemafsadatan. 
Kemaslahatan bisa diartikan keselamatan yang mencakup semua pihak sedangkan 
kemafsadatan adalah kerusakan yang dapat terjadi. Dalam jual beli kemaslahatan 




Kemaslahatan yang dimaksud ditujukan untuk para konsumen supaya 
terhindar dari resiko yang terjadi ketika suatu makanan tersebut mengandung zat 
yang berbahaya bagi tubuh manusia. Dengan adanya informasi nilai gizi pada 
makanan, maka konsumen dapat mengetahui berapa banyak vitamin, mineral, dan  
lemak dalam setiap kemasan dan sudah jelas masuk kedalam Dinas Kesehatan 
makanan untuk melalui pengujian makanan. 
Namun kenyataannya, peneliti sering kali menjumpai produk makanan 
kemasan yang beredar di pasar tidak mencantumkan informasi nilai gizi yang 
masih di perdagangkan di pasar. Hal ini tentunya menimbulkan rasa waswas pada 
konsumen dalam mengonsumsi makanan tersebut karena ditakutkan makanan 
mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen itu sendiri.  
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Sudah menjadi keharusan bagi pelaku usaha untuk mengetahui informasi 
nilai gizi pada bahan produk olahannya khususnya produk olahan yang dikemas, 
akan tetapi sangat berbeda dengan kenyataan yang ada dilapangan, ada beberapa 
produk makanan yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi, salah satu 
contoh produknya adalah Jordan bakery, jajanan Sukiyaki, jajanan Cup Cup dan 
Amin bakery. Pedagang masih tidak menghiraukan apa yang seharusnya menjadi 
hak konsumen. 
Berdasarkan uraian di atas, Penulis menduga adanya ketidak sesuaian antara 
produk yang beredar di pasar dengan UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang berlaku. Sehingga penulis ingin meneliti 
lebih lanjut tentang ketidak sesuaian tersebut. 
Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Jual Beli Produk makanan kemasan 
yang tidak mencantumkan Informasi Nilai gizi agar mengetahui pelaksanaan jual 
beli yang ada. Maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah 
“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Produk Makanan Kemasan Yang Tidak 
Mencantumkan Informasi Nilai Gizi”. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktek jual beli produk makanan kemasan yang tidak men-




2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli produk makanan 
kemasan yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi diPasar Tempel 
Sukarame Bandar Lampung? 
E. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli produk makanan kemasan yang 
tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi pada Pasar Tempel Sukarame 
Bandar Lampung. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli produk 
makanan yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi. 
F. Signifikasi Penelitian 
Penelitian  (karya ilmiah) yang baik akan memberikan manfaat yang 
baik pula pada hasil penelitiannya. Sehingga hasil penelitian diharapkan dapat 
digunakan atau dapat bermanfaat baik untuk kepentingan praktisi maupun 
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai berikut : 
a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran serta menjadi salah satu bahan acuan dan pedoman bagi 
masyarakat dalam bidang muamalah khusunya mengenai jual beli produk 
makanan kemasan yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi agar 
sesuai dengan hukum Islam. 
b. Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan penulis dapat 
menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah 
sebagaimana mestinya, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. 
14 
 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari 
reaktualisasi ajaran Islam. Dari pemahaman yang tekstual menuju 
pemahaman yang konstektual, sebagai salah satu khazanah pengetahuan 
tentang hukum Islam, khususnya yang berkaitan erat dengan jual beli. 
G. Metode Penelitian  
Metode penelitian yang digunakan dalam pencapaian tujuan adalah 
sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.  
Metode kualitatif adalah suatu penelitian untuk mendeskripsikan dan 
menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 
pemikiran orang secara individu maupun kelompok.
19
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian dengan pengumpulan data berdasarkan 
pengamatan di lapangan. Penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung 
di lokasi Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung sebagai upaya 
pengumpulan data dan informasi yang objektif terkait jual beli produk 
kemasan makanan yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi. 
Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai pendukung dalam penelitian 
dengan menggunakan sumber-sumber buku yang berkaitan dengan judul 
yang sedang diteliti. 
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2. Sifat Penelitian  
Metode penelitian kualitatif yang bersifatdeskriptif analisis.Deskriptif 
analisis adalah menguraikan atau memaparkan situasiatau kejadian yang 
diteliti.
20
 Dalam penelitian ini, peneliti berusahamenguraikan atau 
memaparkan data dari hasil survey dan membandingkandengan sumber 
pustaka.  
3. Sumber dan Jenis Data 
Peneliti menggunakan dua sumber data untuk mencari dan 
mengumpulkan sumber data dalam penelitian.Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Sumber Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber atau subjek yang 
berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.
21
  Pengambilan data 
dilakukan secara langsung dengan pelaku usaha selaku narasumber.  
b. Sumber Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka, instansi atau 
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4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
23
Yang menjadi subjek 
penelitian disini adalah para penjual produk makanan yang tidak mencan-
tumkan informasi nilai gizi yang berjumlah 10 pedagang. 
b. Sampel  
Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang di teliti.
24
Apabila 
subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 
adalah penelitian populasi.
25
 Untuk itu dalam penelitian ini yang menjadi 
sampel adalah seluruh penjual produk makanan yang tidak mencantumkan 
informasi nilai gizi  yang berjumlah 10 penjual. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 
berikut : 
a. Observasi  
Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 
dan pencatatan secara sistematik terhadap fenomena yang ada pada objek 
penelitian.
26
 Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur. 
Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis 
tentang apa yang diamati, siapa yang diamati, kapan pengamatan dilakukan, 
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dan dimana pengamatan dilakukan.
27
 Observasi ini dilakukan dengan 
mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti, serta mencatat berbagai 
data dan informasi yang diperoleh selama pengamatan secara jelas.  
b. Wawancara  
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab 
yang dikerjakan dengan sistematik untuk mendapatkan informasi dan 
berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian.
28
Wawancara yang 
digunakan dalam penelitian adalah wawancara bebas terpimpin.Wawancara 
bebas terpimpin dilakukan dengan menyediakan kerangka pertanyaan yang 
dapat dijawab secara bebas dan leluasan oleh responden.
29
Metode wawancara 
ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli produk makanan dalam 
kemasan yang dilakukan oleh penjual produk makanan kemasan. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa atau kejadian yang terkait 
dengan penelitian sebagai sumber informasi yang sangat berguna dalam 
penelitian kualitatif. Dokumentasi dapat berupa teks tertulis, berkas arsip 
laporan, foto, maupun video. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto 
atau gambar dan arsip mengenai serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti 
saat berada di lapangan. 
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6. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian dapat 
dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Pemeriksaan data (editing), peneliti mengoreksi kembali data yang telah 
dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan tersebut telah 
cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lanjut.
30
Dengan 




b. Recontruksi Data (recontructioning),peneliti menyusun ulang data yang 
telah di beri penandaan secara teratur dan berurutan. Sehingga dapat dengan 
mudah untuk di pahami. 
c. Sistematisasi (systematizing), peneliti menyusun data sesuai kerangka 
sistematis yang sesuai dengan urutan permasalahan.
32
 
7. Teknik Analisis Data 
Analisa data adalah tindak lanjut dari pengolahan data dalam penelitian yang 
menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Analisis data yang 
dilakukam adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitik.
33
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Benny Kurniawan, Metodologi Penelitian (Tanggerang Selatan: Jelajah Nusa, 2012), h. 69 
BAB II 
JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli ( ُأَلَبْىع) artinya menjual, mengganti, dan menukar 
(sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata  ُأَْلبَْيع dalam bahasaArab 
terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata   ُأَلِشَراء  
(beli). Dengan demikian kata  ُأَلبَْيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga 
berarti “beli” 
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa al-Bai‟, al-Tijarah dan al-
Mubadalah, sebagaimana Allah Subhanahu Wata‟ala berfirman:  
 يَ ْرُجوَن ِِتَارًَة َلْن تَ ُبورَ 
Artinya : Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak 
akan rugi (Fathir:29) 
Secara termonologi, terdapat beberapa definisi, diantaranya: 
a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan 





 ََتِْلْيُك َعْْيٍ ماَ لِيَِّة ِبُعاَ َوَضٍة بِا ْذٍن َشْرِعيِّ 
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 ُمَقاباَ لَُة مَاٍل قاَ بَِلْْيِ لِلتَّصرُّ ِف بِاجياَ ٍب َوقَ بُ ْو ٍل َعلَي اْلَوْجِو املْأ ذْوِن فِيوِ 
Artinya:“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) 
dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara”. 
d.  
 ُمقاَبَ َلُة ماَ ِل ِبَاٍل َعلَى َوْجٍو ََمُْصْوصٍ 









Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling 
merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya 




َوامِ   َعْقٌديُقْوُمَعلَىَأسَاِِسَُباَدلَِة اْلماَلِِباماَلِِلُيِفْيَدتَباَُدااِمْلِكياَّتَِعلَى الدَّ
Artinya: “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta 
maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.” 
g.  
 ُمَباَدلَُة مَاٍل َعلَى َوْجِو ََمُْصْوصِ 
Menurut Ulama Hanafiyah didefinisikan dengan: 
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 ُمباَ َد لَُةَشْيٍءَمْرُغْوِب ِفْيِو َعلَى َوْجِو ُمِفْيٍد ََمُْصْوصِ 
Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan 
melalui cara tertentu yang bermanfaat” 
Unsur-unsur definisi yang di kemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah 
bahwa yang di maksud dengan cara yang khusus adalah ijab dan qabul, atau juga 
bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan 
pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, 
seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak di benarkan. 
h. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah  
 ًمَقابَ َلًةمَاٍل ِبَاٍل ََتِْلْيكاً 
Artinya: “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan‟.
39
 
i. Menurut Said Sabiq jual beli adalah : 
 ُمباََدلَُةمَاٍل ِبَاِل َعلَى َسِبْيِل الََّتَاضىِ 
Artinya: “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.
40
 
j. Menurut Abu Qadamah 
 ُمَبا َدلَةُْاماَلِِبْامَاِل ََتِْلْيكًاَوََتَُلكاً 
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Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli bersifat 
umum dan jual beli bersifat khusus, jual beli dalam arti umum adalah suatu 
perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. 
Perikatan adalah akad yang mengikat antara dua belah pihak. Tukar menukar 
yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan 
oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang 
ditukarkan adalah dzat (berbentuk) berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan 
manfaatnya atau bukan hasilnya. 
Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang 
bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, 
penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan 
ada seketika (tidak di tangguhkan) tidak merupakan utang baik barang tersebut 
ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya 
atau barang yang sudah diketahui terlebih dahulu.
42
 
Kemudian dalam kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan 
pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama. Menurut Jumhur Ulama yang 
dimaksud dengan harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari 
satu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi 
berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta (Al-maal) adalah sesuatu yang 
mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan objek 
jual beli. Sedangkan menurut pasal 20 ayat 2 Komplilasi Hukum Ekonomi 
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Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli adalah tukar 
menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif, jual beli 
biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta) tidak dengan uang 
seperti yang berlaku pada masyarakat pada umumnya, namun dengan sistem 
barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan bai‟i al-muqayyadah. 
Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, dan diganti dengan 
sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, 
sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan 
dengan nilai mata uang tertentu.
44
 
Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak 
dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah 
secara prinsipal menganut asas the privity of contract. Artinya, pelaku usaha 
hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan 
kontaktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa 
hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, 
khususnya perikatan perdata.
45
 Sebagaimana dalam hukum perlindungan 
konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu 
hukum perdata. 
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Menurut KUHPdt jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang 
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk 
membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Biasanya belum tercapai 
kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai 
penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, 
maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga 
wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian 
paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.
46
 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli atau yang biasa disebut al-ba‟i berdasarkan pandangan 
hukum Islam, yaitu Al-Qur‟an, Sunnah, dan ijma para ulama merupakan akad 
yang diperbolehkan. Adapun dasar hukum diperbolehkan jual beli adalah: 
a. Al-Qur‟an 
1). QS. Al-Baqarah (2:275) 
 َوَأَحلَّ اللَُّو اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا
Artinya:“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba”. 
2).  QS. Al- Baqarah (2:282) 
 اِاَذاتَ َبايَ ْعُتمْ َوَاْشِهُدوْ  
Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. 
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3) QS. An-Nisa (4:29) 
ْنُكمْ اَنْ َتُكْوَن ِِتَاَرًةَعْن تَ رَاضٍ ِاالَّ   مِّ
Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka 
sama suka.” 
b. As- Sunnah 
1). Rasulullah Saw. menjelaskan: 
رَاِفِع ْبِن َخِدْيٍج قَاَل ِقْيلِ  ياََرُسْوَل  َعْن َعباَيَة ْبِن رِفاََعَة ْبِن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج َعْن َجدِّ
  )امحد رواه(اْلَكْسِب َأْطَيَب؟ فَ َقاَل: َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه وَُكلُّ بَ ْيٍع َمب ُْرْوٍر.يُّ اهلِل :أَ 
Artinya: “Nabi Saw. di tanya tentang mata pencaharian yang paling baik 
beliau menjawab, Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual 
beli yang mabrur.” (H.R. Ahmad No. 16628)
47
 
Maksud mabrur dalam hadist di atas adalah jual beli yang terhindar dari 
usaha tipu-tipu dan merugikan orang lain. 
2). Rasulullah Saw. menjelaskan: 
اَاْلبَ ْيُع َعْن تَ رَاضٍ    48)رواه البىهقى (َواَّنَّ
Artinya: “Jual beli harus  dipastikan saling meridhoi.” (H.R. Baihaqi dan 
Ibnu Majjah No.2185) 
Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, 
yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan. 
Al-Qur‟an dan as-Sunnah dipandang sebagai fitrah almunazzalah sebagai 
pendamping fitrah yang dimiliki oleh manusiasecara langsung dalam 
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dirinya seperti al-aql, al-syahwat al-ghadab.
49
Al-Qur‟an dan as-Sunnah 
adalah rujukan ilmu-ilmu Islam. Al-Qur‟an adalah kitab suci karena di 
dalamnya terdiri dari himpunan wahyu yang merupakan “dalil-dalil” 
ilmu.  
Dalil yang dimaksudkan sebagai petunjuk adanya ilmu-ilmu atau ide-ide 
ilmiah. Al-Qur‟an bukanlahilmu itu sendiri, ini terbukti terdapat fakta bahwa 
al-Qur‟an mendorong umatnya untuk menciptakan ide-ide sains yang menjadi 
dasar ilmu-ilmu di kemudian hari. Berdasarkan hal itu maka prinsip kembali 
kepada al-Qur‟an dan as-Sunnah termasuk prinsip epistemologi hukum Islam. 
Karena itu, peraturan apapun yang akan dibuat oleh manusia harus merujuk 




Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 
manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang 
lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang 
dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
51
 
Berdasarkan nash di atas ulama mujtahidin telah ijma‟tentang 
kebolehan jual beli dan hikmah yang terkadung di dalamnya. Manusia 
merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang 
lainnya. Manusia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang 
lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti 
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atau imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi 




3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
a. Rukun Jual beli 
Jual beli adalah suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi 
rukun dan syarat dalam  jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, 
para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli 
hanya ijab dan kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam 
jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual 
beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering 
tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan 
kerelaan tersebut dari kedua belah pihak, dapat dalam bentuk perkataan 
(ijab dan kabul) atau dalam bentuk  perbuatan, yaitu saling memberi 
(penyerahan barang dan penyerahan uang). Menurut Jumhur Ulama 
rukun jual beli itu ada empat: 
1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 
2) Sighat (lafal ijab dan kabul) 
3) Ada barang yang dibeli 
4) Ada nilai tukar pengganti barang. 
5) Kerelaan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. 
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Jadi jual beli tidak dapat dikatakan sah apabila tidak adanya ketidakrelaan 
salah satu dari kedua belah pihak, karena Rasulullah Saw. bersabda: 
اَالبَ ْيُع َعْن تَ رَاضٍ   اَّنَّ
Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan.” (H.R Ibnu Majah dengan 
sanad hasan No. 2185)
53
 
Menurut Mazhab Hanafi orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar 
barang (a, c, d) diatas termasuk syarat jual beli, bukan rukun jual beli.
54
 
Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan 
qabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu 




a. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. 
b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat 
disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan 
kerusakan. 
c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, 
kepemilikan sempurna. 
d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. 
Adapun rukun jual beli ada tiga, antara lain: 
a) Pelaku usaha, yaitu penjual dan pembeli 
b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang 
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c) Akad (Transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak 
yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu 
berbentuk kata-kata maupun perbuatan. 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli terbagi menjadi tiga 
yaitu: 
1) Pihak-pihak. Pihak-pijak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas 
penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 
2) Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan tidak berwujud, 
yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar 
maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang di perjual belikan adalah 
sebagai berikut : barang yang di perjual belikan harus ada, barang yang 
dijualbelikan harus dapat di serahkan, barang yang dijualbelikan harus 
berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang 
dijualbelikan harus halal, barang yangdijualbelikan harus diketahui oleh 
pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan 
dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan 
penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti 
pada waktu akad. 
3) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, 
ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. 
Akad terdapat dua bentuk, yaitu: 
a). Akad dengan kata-kata, dinamakan dengan ijab dan kabul. Ijab yaitu 
kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: penjual berkata : 
30 
 
“baju ini saya jual dengan harga Rp. 10.000,- sedangkan kabul, yaitu 
kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: pembeli berkata: “barang 
ini saya terima.” 
b). Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan mu‟athah. Misalnya: 
pembeli memberikan uang seharga Rp. 10.000,- kepada penjual, 




b. Syarat Jual Beli 
Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan yang sangat penting karena 
keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan akan tergantung seberapa baik dan 
rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua 
belah pihak yang melakukan akad. Akad merupakan perjanjian yang mengikat 
hubungan kedua pihak, baik itu sekarang dan yang akan datang. Pemilihan 
akad akan mencerminkan seberapa besar resiko dan keuntungan bagi kedua 
pihak, terutama bagi pihak pemodal maupun pihakyang mengelola bisnis atau 
antara pembeli dengan penjual.
57
 
Ilmu fiqih menawarkan berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar 
perjanjian bisnis sehingga dapat merealisasikan tujuan dan kepentingan yang 
berakad. Selainitu ilmu fiqih khususnya ilmu fiqih muamalah akan menjawab 
persoalan serta membuat aturan untuk menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai 
dengan prinsip syariah serta melahirkan kaidah-kaidah dan pandangan yang 
digunakan untuk transaksi bisnis yang baru muncul dan semakin beragam diera 
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modern. Semakin jelas, cermat serta rinci dalam membuat akad maka semakin 
kecil kemungkinan terjadi konflik antar kedua belah pihak yang berakad di 
masa yang akan datang karena masing-masing pihak memahami hak dan 
kewajibannya.
58
 Kaidah fiqih (Hukum Islam) yang menyatakan “pada dasarnya 
segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya.” Ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan 
kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru 
sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di 
dalamnya kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.
59
 
Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi syarat dalam suatu akad, 
syarat sah jual beli yaitu: 
1) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang 
yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh 
anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin 
walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, 
korek api, dan lain-lain.  
2) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua 
pihak. Maka tidak sah jual beli tanpa barang yang belum dimiliki tanpa 
seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Riwayat Abu Daud dan 
Tirmidzi, sebagai berikut 




Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),h. 32 
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ُعُو َعْن َحِكْيِم ْبِن ِحزَاٍم قَاَل يَاَرُسْوَل اهلِل يَأْتِْييْن الرَُّجُل فَ ُُيِْيُد ِمنِّ اْلبَ ْيُع لَْيَس ِعْنِدى أَفأَبْتاَ 
(رواه أبو داود)60 ْيَس ِعْنَدكَ لَُو ِمَن السُّْوِق فَ َقاَل : الَتَِبْع ماَلَ    
Dari Hakim bin Hizam, beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, 
ada yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual 
beli denganku barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan 
barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang 
tersebut? Kemudian Nabi bersabda “Janganlah engkau jual barang yang 
bukan milikmu.” (HR. Abu Daud, No. 3505) 
3) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh 
menjual barang haram seperti Khamar dan lain-lain. 
4) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterima. Ketika akad secara 
langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap 
sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang 
terbang di udara, ikan di lautan.
61
 
5) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah 
menjual barang yang tidak jelas. Misalnya pembeli harus melihat terlebih 
dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi barang tersebut. 
6) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual 




7) Pensyaratan sifat dalam jual beli. Jika sifat yang disyaratkan itu memang ada 
maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya pembeli 
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buku mensyaratkan hendaknya kertasnya kuning, pembeli rumah 
mensyaratkan hendaknya pintu rumah yang akan dibelinya itu terbuat dari 
besi, dan lain sebagainya. 
8) Pensyaratan manfaat khusus. Dalam pensyaratan ini jual beli diperbolehkan. 
Misalnya penjual hewan mensyaratkan menaiki hewan yang akan dijualnya 
ke salah satu tempat, atau penjual rumah mensyaratkan     menduiami rumah 
yang akan dijualnya selama satu bulan, dan lain sebagainya.
63
 
9) Jual beli terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, 
baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual 
beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang 
mengakibatkan jual beli rusak.
64
 
Adapun yang menyebabkan tidak sah nya jual beli antara lain: 
1) Menggabungkan dua syarat dalam satu jual beli, misalnya pembeli kayu 
bakar mensyaratkan bisa memecahkan kayu bakar sekaligus 
membawanya, karena Rasulullah bersabda: 
 َواَلَشْرطَاِن ىِف بَ ْيعِ 
 “Dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal. (Diriwayatkan Abu Daud 
dan   At-Tirmidzi No. 1279)
65
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2) Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, misalnya 
penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak 
boleh menjualnya lagi. 
3) Syarat batil yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya. 
Misalnya penjual budak mensyaratkan bahwa wala‟ (perwalian) budak 
yang akan dijual itu menjadi miliknya.
66
 
4) Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang 
mengandung unsur tipuan hukumnya tidak sah. misalnya barang itu 
keliatan baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. 
5) Jual beli al-„urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui 
perjanjian. Apabila barang yang dibeli dikembalikan kepada penjual, maka 
uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milikpenjual 
itu (hibah). Dalam masyarakat dikenal dengan sebutan “uang hangus” 
tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.
67
 
6) Memperjual belikan air sungai, danau, laut dan air yang tidak boleh 
dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak 
bersama umat dan tidak boleh diperjulbelikan.
68
 
Selain syarat di atas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan 
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a) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak 
manapun. 
b) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya; 
c) Bebas dari gharar. 
d) Bebas dari riba. 
Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah atau tidaknya sebuah akad 
jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun 
rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tetap tidak sah. Akad 
semacam ini dinamakan akad fasid. Menurut ulama kalangan Hanafiyah Apabila 
kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka 
hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda yang haram. Apabila 
kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka 
jual beli itu dinamakan fasid. Akad fasid adalah akad yang menurut syara‟ sah 
pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan 
syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.
70
 
Menurut hukum positif syarat jual beli sebagai berikut : 
Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dalam Pasal 1320, yaitu sebagai berikut
71
:  
1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  
2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  
3) suatu hal tertentu;  
4) suatu sebab yang halal. 
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Dua syarat yang pertama, disebut sebagai syarat subyektif, karena 
mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, 
sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena 
mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang 
dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan 
yaitu kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju 
atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.  
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. 
artinya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaligh dan sehat pikirannya 
adalah cakap menurut hukum.
72
 Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa 
suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang 
diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu 
perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus 
ditentukan jenisnya. Pasal 1320 KUHPerdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai 
syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. 
Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa Latin causa) ini dimaksudkan 
tiada lain pada isi perjanjian.  
4. Macam-macam Jual Beli  
Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat 
macam: 
a.   Jual beli saham (pesanan) 
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Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli 
dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian uangnya 
diantar belakangan. 
b. Jual beli muqauadhah (barter) 
Jual beli muqayadah adalah jual beli dengan cara menukar barang 
dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 
c. Jual beli muthlaq  
Jual beli mutlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah 
disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang. 
d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar 
Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang 
yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, 
seperti uang perak dengan uang emas.  
Menurut beberapa segi, jual beli terdiri dari segi objek jual beli dan subjek jual 
beli.  
1) Menurut Objeknya  
Menurut dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat 
dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga 
bentuk, yaitu: 
a) Jual beli yang keliatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli 




b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli 
salam. Menurut kebiasaan para pedagang, salam merupakan jual beli 
yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya meminjamkan barang 
atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah 
perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga 




c) Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta tidak dapat dilihat yaitu 
jual beli yang dilarang agama Islam karena dikhawatirkan akan 
menimbulkan kerugian antar satu pihak. 
2) Menurut Subjeknya 
a) Akad Jual beli dengan Lisan 
Akad jual beli yang dilkukan dengan lisan adalah akad yang 
dilakukan dengan mengucapkan ijab qabul secara lisan. Bagi orang 




b) Akad Jual Beli dengan Perantara 
Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, 
tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan 
ucapan. Jul beli ini dilakukan antar penjual dan  pembeli yang tidak 
berhadapan dalam satu majelis. Jual beli ini diperbolehkan atau syara‟. 
 
                                                             
73
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 76. 
74
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Nur Hasanuddin, Terj. “Fiqh Sunnah”, Jilid 4 (Jakarta: Pena 
Pundi Aksara, Cet. Ke- 1, 2006), h. 123. 
39 
 
c) Akad Jual Beli dengan Perbuatan  
Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal 
dengan istilah mu‟athah yaitu mengambil dan memberikan barang 
tanpa ijab qabul.
75
Seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah 
bertuliskan lebel harganya. 
5.  Jual Beli yang Dilarang  
Berkenaan dengan hal ini, Wahbah Al-Juhaili membagi
76
:  
a. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad  (penjual dan pembeli) 
antara lain: 
1) Jual beli orang gila  
Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak 
sah, begitu juga jual beli yang dilakukan orang yang sedang mabuk juga 
dianggap tidak sah, sebab dipandang tidak berakal. 
2) Jual beli anak kecil 
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil 
(belum mumazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara 
yang ringan. 
3) Jual beli orang buta 
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta 
tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak 
bisa membedakan barang yang jelek dan barang yang baik, bahkan 
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menurut ulama Syafi‟iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap 
dipandang tidak sah. 
4) Jual beli Fudlul 
Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena 
itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, 
sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). 
5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros) 
Maksudnya jual beli oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia 
sakit atau karena kebodohannya dipandang tidak sah, sebab dipandang 
tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. 
6). Jual beli Majla‟ 
Yaitu jual beli yang dulakukan orang yang dalam keadaan bahaya. 
Jual beli yang demikian menurut ulama tidak sah, karena dipandang tidak 
normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya. 
b. Jual Beli yang dilarang karena Lafadz (ijab kabul) 
1). Jual beli Mu‟athah 
Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) 
berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijan 
kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi 
syarat dan rukun jual beli. 
2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul 
Maksudnya jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak 
penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, 
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karena ada kemumgkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan 
kualitas barang. 
3) Jual beli Najasy 
Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi 
harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau 
membeli barang kawannya, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, 
karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri). Hal ini 
sebagaimana sabda Nabi Saw. : 
 77)اه البخار(روََنَى َرُسْو ا هلِل ص.م.َعِن النََّجشِ 
Artinya: “Rasulullah telah melarang melakukan jual beli najasy.” (HR. 
Bukhari No. 2142) 
4)  Menawar barang yang sedang di tawar orang lain. 
Contoh seseorang berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti aku 
akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli sepeti ini juga 
dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan 
dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).
78
 
Hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw. : 
 79)رواه مسلم (الَ َيُسْوُم الرَُّجُل َعلَى َسْوِم َاِخْيوِ 
Artinya: “Tidak boleh seseorang menawar diatas tawaran saudaranya.” (HR. 
Muslim No. 3886) 
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5)Jual Beli Munjiz 
Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau 
ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang 
tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli. 
6) Jual Beli dengan sayarat (iwadh mahjul) 
 Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir sama 
dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap 
sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini 
kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih 
jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua 
menurut al-Syafi‟i 
7) Jual Beli di Bawah Harga Pasar 
Artinya jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang 
(petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya 
sebelum mereka mengetahui harga pasar yang sebenarnya kemudian ia 
menjual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang 
kurang baik (dilarang), sebab jual beli bawah harga pasar dapat merugikan 
pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.
80
 
6. Khiyar dalam Jual Beli 
Khiyar adalah hak kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk 
meneruskan perjanjian (Akad) jual beli atau membatalkannya. Oleh karena itu 
dalam jual beli dibolehkan memilih apakah akan diteruskan atau dibatalkan 
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(dihentikan). Dilihat dari sebab terjadinya oleh sesuatu hal, khiyar dapat dibagi 
menjadi tiga, yaitu :  
a. Khiyar majlis  
yaitu khiyar jual beli dimana kedua belah pihak (pemjual dan pembeli) 
bebas memilih, baik untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama 
keduanya belum berpisah dari tempat akad jual beli. Hal ini sebagaimana 
sabda Nabi :  
َعاِن  : َصّلي اهلُل َعَلْيِو َوسلمَعْن َعْبِداهلِل بِْناْْلَاِرِث َعْن َحِكْيِم ْبِن ِحزاَِم أنَّ َرُسْوَل اهلِل  اَْلبَ ي ْ
 )81رواه البخارى ومسلم( ...بِااْْلِيَارِمَاَلَْ يَ تَ َفرَّقاَ 
Artinya: Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasannya 
Rasulullah bersabda : “Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum 
berpisah.” (HR. Bukhari dan Muslim No. 1533) 
Dengan demikian, apabila keduanya (penjual dan pembeli) telah berpisah 
dari tempat akad tersebut, berarti khiyar majlis tidak berlaku (batal).
82
 
b. Khiyar syarat 
Khiyar syarat jual beli yang disertai dengan suatu perjanjian (syarat) 
tertentu. Contoh seseorang berkata : saya jual mobil ini dengan harga Rp. 
30.000.000.- dengan syarat khiyar selama tiga hari. 
Hal ini sebagaimana hadist Nabi Saw :  
اَْنَت بِاْْلِيَاِرىِف ُكلِّ ِسْلَعٍة  لَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم :ِاَذاَْنَت بَايَ ْعَت فَ ُقْل الِخَلَبَت,ُثَّ َقاَل النَِّبُّ ص
 )83رواه البيهاقى( ...اِبْ تَ ْعَتهاَ َثَلََث َليَالِ 
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Artinya: “Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan 
menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka kamu boleh khiyar pada 
setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam.” (HR. 
Baihaqi No. 1337) 
Dengan demikian, apabila sudah lewat dari tiga hari tiga malam, berarti 
khiyar syarat tidak berlaku (batal). 
c. Khiyar aib  
Yaitu khiyar jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk 
membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang 
dibeli, baik cacat itu sudah ada pada akad tawar menawar atau sesudahnya 
yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli. Hal ini sesuai hadist yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi dari Aisyah ra, 
berkata : “Ada seseorang laki-laki yang membeli seorang budak dan telah 
tinggal bersamanya beberapa waktu, kemudian baru diketahui bahwa budak 
itu ada cacatnya, lalu hal itu diadukan kepada Rasulullah Saw, maka beliau 
memerintahkan supaya budak itu dikembalikan kepada si penjual”.
84
 Dalam 
mengembalikan barang yang cacat tersebut, hendaklah dilakukan dengan 
segera dan jangan dipakai sebelum dikembalikan. Dengan demikian, apabila 
barang yang dibeli itu sudah dipakai (Apalagi dalam waktu lama), maka 









7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli  
Manfaat dan hikmah yang diperoleh dari transaksi jual beli antara lain: 
a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan 
jalan suka sama suka. 
b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang 
diperoleh dengan cara bathil. 
c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal 
d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat). 
e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa 
karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap 
anugrah Allah Swt. 
B. Tinjauan Umum Makanan dalam Hukum Islam 
1. Makanan yang Thayyib 
Untuk dapat menilai suatu makanan itu thayyib (bergizi) atau tidak, harus 
terlebih dahulu di ketahui komposisinya. Bahan makanan yang tayyib bagi 
umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal, karena bahan 
makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu ternasuk 
halal. Adapun persyaratan makanan yang thayyib (bergizi) menurut ilmu gizi, 
ialah yang dapat memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut: 
a. Memberikan kepuasan jiwa, yakni: 
1) Memenuhi rasa kenyang. 




b. Memenuhi fungsi fisiologis, yakni
85
: 
1) Memberikan tenaga 
2) Mendukung pembentukan sel-sel baru untuk pertumbuhan badan 
3) Mendukung pembentukan sel-sel atau bagian sel-sel untuk menggantikan 
sel-sel yang rusak (maintenance) 
4) Mengatur metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan cairan serta asam basa 
(regulatory mechanism) 
5) Berfungsi dalam pertahanan tubuh (defence mechanism) 
Q.S. Al-Maidah:88 menjelaskan tentang makanan yang halal dan thayyib  
ي أَنْ ُتْم بِِو ُمْؤِمُنونَ َو ات َُّقوا اللََّو الَّذِ  ،اًل طَيِّباً اللَُّو َحلَ  َو ُكُلوا ِمَّا َرَزَقُكمُ   
Artinya:“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 




Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa manusia diberikan petunjuk 
berupa ayat yang memerintahkan manusia agar memperhatikan makanannya 
dengan memasang akalnya supaya makanan-makanan yang dikonsumsinya 
memberikan manfaat yang baik bagi manusia itu sendiri. Islam tentulah telah 
mengajarkan kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik.  
Makanan yang baik ialah makanan yang memenuhi komposisi dan adanya 
gizi yang seimbang yang baik bagi tubuh manusia itu sendiri dan bisa dilihat dari 
bahan apa saja yang terkandung dalam makanan serta bagaimana proses dari 
pembuatan makanan tersebut. Dari ayat di atas ditegaskan bahwa perintah 
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memakan yang halal dan dengan demikian melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, 
yang menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang 
halal, dengan perintah ini tercegahlah praktik-praktik keberagaman yang 
melampaui batas. 
“Halal” disini mengandung pengertian, halal bendanya dan halal cara 
memperolehnya. Sedangkan “baik” adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang 
mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein 
dan sebagainya. Makanan tidak baik selain tidak mengandung gizi, apabila di 
konsumsi akan merusak kesehatan.
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Prinsip “halal dan baik” hendaknya senantiasa menjadi perhatian dalam 
menentukan makanan yang akan dimakan untuk diri sendiri dan keluarga, karena 




2. Gizi untuk  Meningkatkan Kekuatan Tubuh 
Segala sesuatu yang diperintahkan untuk memakannya harus dipahami 
memiliki manfaat (gizi) yang tinggi yang dibutuhkan untuk perkembangan dan 
pertumbuhan tubuh manusia.Satuan yang menyusun bahan makanan tersebut 
zat-zat makanan (nutrient). Setiap bahan makanan tersusun atas zat-zat 
tersebut.Ada makanan yang mengandung semua zat gizi seperti susu, ada yang 
mengandung sebagian saja. Juga kuantum masing-masing zat gizi yang 
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terdapat dalam bahan makanan berbeda-beda antara yang satu dengan yang 
lain.  
Pada umumnya tidak ada bahan makanan yang mengandung zat gizi secara 
lengkap dalam kuantum masing-masing yang mencukupi kebutuhan tubuh. 
Namun demikian, jika mampu mengeksplorasi secara seimbang terhadap zat-
zat makanan yang mengandung gizi untuk dikonsumsi, niscaya akan 
merasakan keseimbangan tubuh. Karena tubuh dibentuk, tumbuh dan 
berkembang karena disebabkan adanya gizi makanan yang dikonsumsi, 
kesehatannya dengan sendirinya juga banyak bergantung pada apa yang 
dimakan. 
Keperluan pertumbuhan badan dan pembinaan kesehatan, manusia 
membutuhkan sejumlah zat-zat vital di dalam dirinya antara lain: karbohidrat, 
lemak, protein, vitamin-vitamin, kalsium dan mineral-mineral. Sebagian dari 
zat-zat tersebut berasal dari hewani dan nabati.  Karena itulah makanan harus 
disusun atas dasar gizi supaya cukup memberi zat yang dibutuhkan tubuh. 




3. Manfaat Gizi Bagi Kesehatan Tubuh 
Manfaat dari setiap gizi yang terkandung dalam makanan secara singkat 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Protein  
Tubuh memanfaatkan protein untuk pertumbuhan jaringan otak, 
jaringan kulit, sistem hormonal, sistem otot, dan jaringan rambut. Kelebihan 
protein akan dibakar di dalam tubuh dan diubah menjadi energi. 
b. Karbohidrat 
Karbohidrat di butuhkan tubuh sebagai sumber energi yang digunakan 
untuk bergerak dan beraktivitas. Kelebihan karbohidrat disimpan didalam 
tubuh sebagai cadangan energi sebagai lemak. 
c. Lemak 
Lemak juha di pergunakan sebagi sumber energi untuk bergerak dan 
beraktivitas. Lapisan lemak berfungsi untuk melindungi tubuh, misalnya dari 
benturan dan rangsangan kimia. Kelebihan lemak disimpan di bawah jaringan 
kulit sebagai isolator. 
d. Mineral  
Mineral-mineral penting seperti kalsium, khlor, zat besi, yodium, san 
magnesium dimanfaatkan oleh tubuh untuk membantu pembentukan tulang dan 
darah, membantu memperbaiki sistem peredaran darah, sistem otot, dan sistem 
syaraf. Mineral juga dimanfaatkan untuk menyalurkan energi dari jaringan sel 
tubuh dan enzim. 
e. Air  
Air merupakan unsur terpenting dalam tubuh. Lebih dari 70% bagian 
dari tubuh manusia merupakan air. Air dimanfaatjan tubuh sebagai sarana 
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untuk berbagai reaksi kimia yang terjadi pada metabolisme, dan pembuangan 
dari sisa-sisa pembakaran energi. 
f. Vitamin  
Setiap vitamin mempunyai fungsi sendiri-sendiri dalam mengatur 
proses pertumbuhan dan proses metabolisme. Fungsi setiap vitamin secara 
garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Vitamin A  
Vitamin A berfungsi membenatu pertumbuhan dan perkembangan 
jaringan tubuh, melindungi kulit dan selaput lendir, serta memperbaiki daya 
penglihatan. Kekurangan vitamin A menyebab kan gangguan pada kulit, 
mudah terkena infeksi dan menghambat pertumbuhan jaringan tubuh. 
Kekurangan vitamin A sapat menyebabkan sel tubuh menjadi kering dan 
keras sehingga dapat merusak kornea mata dan mengakibatkan kebutaan. Di 
samping kekurangan, kelebihan vitamin A pun dapat merugikan kesehatan,. 
Karena itu, pemberian atau pengonsumsian vitamin A harus dalam jumlah 
yang tepat dan optimal. 
2) Vitamin B  
Vitamin B dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel-sel darah merah, 
memelihara jaringan kulit, dan selaput lendir. Vitamin B juga dibutuhkan 
untuk proses melepaskan energi dari makanan. Kekurangan viuamin B 
dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan dan memperlambat 




3) Vitamin C  
Vitamin C dibutuhkan dan berperan penting dalam pembentukan 
gigi, tulang, pembuluh darah dan pembentukan protein penghubung sel atau 
kologen yang sehat. Kekurangan vitamin C dapat menghambat pertumbuhan 
tubuh serta dapat memunculkan berbagai macam penyakit kulit. Karena 
tergolong vitamin yang larut dalam air, kelebihan vitamin C tidak tersimpan 
didalam tubuh tetapi dikeluarkan melalui keringat, air seni, dan cairan lain 
yang keluar. 
4) Vitamin D  
Vitamin D berfungsi mengatur kalsium dan fosfor yang sangat 
penting dalam pembentukan tulang dan gigi. Vitamin D diproduksi dalam 
tubuh ketika badan terkena sinar matahari. Vitamin D merupakan vitamin 
penting untuk balita agar terhidar dari rachitis dan kerusakan gigi. Itu 
sebabnya banyak orang tua menjemur balitanya pada pagi hari. Langkah 
tersebut sangat baik bagi kesehatan, tertumbuhan dan perkembangan tulang 
balita. 
5) Vitamin E  
Vitamin ini merupakan vitamin yang sangat berpengaruh dalam 
pembentukan sistem reproduksi dan membantu penyembuhan luka di kulit. 
Selain itu vitamin E juga berfungsi sebagai zat antioksidasi, melindungi 









C. Tinjauan Pustaka 
Pada penelitian lapangan ini, penulis bukanlah satu-satunya yang 
membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Makanan 
Kemasan yang Tidak Mencantumkan Informasi Nilai Gizi dengan mengangkat 
tema “Jual Beli Produk Makanan”. Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan 
penelitian, di antaranya yaitu: 
Skripsi Lina Oktasari (NPM : 1421030367) dengan judul “Tinjauam Hukum 
Islam tentang Jual Beli Makanan yang Mengandung Zat Bahaya” Hasil 
penelitian menunjukkan 1) Jual beli makanan di Pasar Simpang Pematang 
Kabupaten Mesuji masih berlangsung, serta ketidakmampuan masyarakat dari 
segi ekonomi untuk membeli bahan makanan yang memenuhi standar yang 
sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ketidaktahuan secara hukum. 
Pemerintah juga harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang 
adanya undang-undang yang mengatur peredaran makanan yang mengandung 
zat berbahaya di Indonesia, sehingga masyarakat tidak pernah mengetahui 
makanan yang mengandung zat berbahaya yang akan menimbulkan efek 
berbahaya terhadap kesehetan. 2) Jual beli makanan yang mengandung zat 
berbahaya dijadikan objek dalam tinjauan hukum Islam adalah pelaksanaan 
atau transaksi jual belinya tidak memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam. 
Karena barang yang dijual terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak 
penjual (produsen) tahu kepada pihak pembeli sehingga menyebabkan jual 
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beli tersebut tidak sah
91
. Persamaan skripsi Lina Oktasari dengan skripsi ini 
adalah objek yang digunakan sama yaitu makanan kemasan dan menggunakan 
akad jual beli. Yang membedakan adalah dalam tinjauan hukum Islam 
transaksi jual belinya tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat Islam. 
Karena barang yang di jual terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak 
pemjual, sedangkan di skripsi ini dalam tinjauan hukum Islam jual beli Produk 
makanan kemasan di perbolehkan karena rukun dan syaratnya sudah 
terpenuhi. 
Skripsi Nurul Fadhila (NPM : 1521030394) dengan judul skripsi 
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati 
Masa Kadaluarsa” Hasil penelitian menunjukkan 1) Jual beli makanan dan 
minuman mendekati masa kadaluarsa yang terjadi pada pedagang amparan 
Pasar Panjang Bandar Lampung dilakukan secara terbuka. Dalam praktik 
dilapangan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dilandasi atas dasar 
suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun, produk makanan dan 
minuman yang mendekati masa kadaluarsa tersebut dijual lebih murah 
dibandingkan produk makanan dan minuman yang masih lama tenggang masa 
kadaluarsanya. 2) Tinjauan hukum Islam mengenai jual beli makanan dan 
minuman mendekati masa kadaluarsa yang terjadi pada pedagang amparan 
Pasar Panjang Bandar Lampung hukumnya boleh atau mubah. Hal itu 
dikarenakan objek jual beli tersebut masih dalam keadaan layak konsumsi dan 
tidak rusak kemasannya sehingga tidak membahayakan kesehatan konsumen 
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atau dalam arti tidak mengandung kemudhorotan. Maka jual beli makanan dan 
minuman mendekati masa kadaluarsa yang terjadi pada pedagang amparan 
Pasar Panjang Bandar Lampung tergolong kedalam jual beli yang sah, karena 
terpenuhi rukun dan syaratnya
92
. Persamaan skripsi Nurul Fadhila dengan 
skripsi ini adalah praktik pelaksanaan jual beli dilandasi atas dasar suka sama 
suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, yang membedakan dengan skripsi 
ini adalah pembahasan dalam skripsi Nurul Fadhila tidak berkaitan dengan 
Undang-Undang perlindungan konsumen dan Peraturan Pemerintah, sedangkan 
di dalam skripsi ini berkaitang dengan Undang-Unfang perlindungan 
konsumen Pasal 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 
1999. 
Skripsi Nur Aina Fakhirina (NPM : 121209414) dengan judul 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Makanan tanpa 
pencantuman batas layak konsumsi menurut Hukum Islam”Hasil penelitian 
menunjukkan 1) Kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang tentang 
pentingnya pencantuman batas layak konsumsi pada produk pangan sehingga 
pengetahuan para produsen terhadap pentingnya pencantuman batas layak 
konsumsi masih minim. Produsen beranggapan bahwa pencantuman batas 
layak konsumsi ini harus melewati proses yang panjang dan menghabiskan 
banyak biaya, sehingga mereka enggan untuk mencantumkan label batas layak 
konsumsi. Selain itu, bBentuk pertanggungjawaban penjual atau produsen 
kepada konsumen jika dikemudian hari ada konsumen yang datang 
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mengeluhkan barang dagangannya, mereka akan menggantinya dengan produk 
yang lain atau mengembalikan uang seharga produk yang di keluhkan. 
Kerugian berupa materi tersebut ditanggung oleh produsen kue, sedangkan 
para penjual lebih pada kerugian immateril, seperti kehilangan kepercayaan 
konsumen atau pelanggan mereka. 2) Ditinjau dari hukum Islam, praktek 
perdagangan yang dilakukan pada sentra penjualan kue tradisional di desa 
Lampisang tersebut pada dasarnya adalah sah dan diperbolehkan dalam hukum. 
Hal ini dikarenakan selama penelitian tidak ditemukan adanya penyimpangan 
yang dilakukan baik oleh para penjual maupun oleh para produsen. Oleh 
karena itu, para produsen tetap dianjurkan untuk mencantumkan informasi 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga memudahkan para konsumen 
untuk mendapatkan informasi produk yang dibutuhkan dan dapat terhindar dari 
produsen maupun pedagang yang berlaku curang.
93
 Persamaan skripsi Nur 
Aina Fakhirina dengan skripsi ini adalah objek yang digunakan adalah 
makanan dalam kemasan, menggunakan akad jual beli, dan adanya bentuk 
pertanggungjawaban penjual atau produsen kepada konsumen jika dikemudian 
hari ada konsumen yang datang mengeluhkan barang dagangannya, mereka 
akan menggantinya dengan produk yang lain, sedangkan dalam skripsi ini 
apabila terdapat keluhan dari konsumen maka penjual akan mengembalikan 
produk yang rusak kepada supplier saat datang ke pasar. 
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